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Abstract: Human factor plays an important role in ensuring the successful of the organization.
Oneof themain elementsishow peoplein the organizations have the problem solving capabilities
in identifying and eliminating wastages. The purpose of this paper is to review the challenges
faced of the public sector and to find the solution in integrating and implementing lean concept in
their business. Based on a brief concept through the public service, the paper proposed the
conceptual framework of people development system that can help public sector to enhance
employees’ capability in identifying and eliminating wastages continuously and effectively. In
addition, an exploration isneed on how performance measurement system carried out and designed

to public service appropriately.
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Dewasaini, pemerintahan di negara- negarayang
sedang berkembang menghadapi tantangan di ddam
baga manamenyedi akan pelayanan dengan cakupan
yang lebih luasterhadap pembangunan masyarakat.
Bhatia dan Drew (2008:3) menegaskan, bahwa
fokus dari tantangan tersebut adalah terhadap
kebijakan publik sebagal fungs dari pemerintahan
yang seharusnyadijalankan dengan baik dan benar
mela ui tersedianyasaranadaninfrastruktur layanan
sosial, fungs sistem perundangan, maupun yang
berhubungan dengan hak kepemilikan atau properti
pribadi.

Namun demikian, karenasemenjak peme-
rintahan di sl uruh duniamenghadapi tekanan untuk
mengurangkan ukuran sektor publik, anggaran, dan
pengeluaran pembelanjaannya, maka apa yang
berlaku adalah memberikan dampak terhadap
masalah peningkatan pencapaian kinerja sektor
sosial. Menurut laporan PBB (United Nation,
2005:4,17,21, 25,29,59,78,99,101,105) dikatakan,
bahwa tugas, tanggungjawab, dan peran dari
pemerintahan di dalam hal tersebut add ah kompleks.
Hal ini terutamaterhadap bagai mana pemerintah
dapat membuat keseimbangan yang baik, antara

tanggungjawab dan peningkatan keleluasaan/

kelenturan di dalam melaksanakan peran- peran

mereka, sebagal organisas penyedialayanan publik
berdasarkan sebagai berikut:

a. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan.
Ketelaar (2007:1) berpendapat, bahwaperseps
masyarakat seringkdi secaradominanditentukan
oleh mutu layanan- layanan publik sebagai
realisas dari tugas- tugas pemerintahan yang
berhubungan dengan bidang bisnis, organisas
masyarakat, atau administrasi publik. Di sini
Bridgman (2007:151-154) mengatakan, bahwa
apayang dihadapi oleh badan- badan layanan
publik yang dibentuk pemerintah adal ah ber-
kenaan dengan peningkatan efisiensi dan
efektifitas pembelanjaan dari fungsi- fungsi
sektor publik dan operasional, pelayanan yang
lebih baik dan bermartabat, pengaruh positif
terhadap parapekerjadi dalam menyelesaikan
tugas dan pekerjaan, dan kesan- kesan negatif
dari tugas- tugasyang dilaksanakan.

b. Layanan publik (sebagai salah satu dari peran-
peran penting pemerintah) di ddammemberikan
dampak pertumbuhanekonomi. O’ Fairchedliagh
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et.d.,(1999:4) mengatakan, bahwa semenjak
pembangunan layanan- layanan dan sumber-
sumber daya pemerintahan seakan- akan
‘dikomoditisaskan’ dan' diperjudbeikan’ mela
lui satu bentuk pemahaman terhadap ’harga
pasar’ bagi penyediaan produk maupunlayanan,
makaefek yang muncul terhadap semualayanan
dan produk- produk publik adalah didapatkan
melaui suatuasumd terhadap ‘biaya . Olehkare-
naitu, di dalammencapa sasaran- sasaranyang
berhubungan dengan penyediaan layanan dasar
yang berdampak positif terhadap masalah-
masal ah ekonomi, makapemerintah di dalam
hd ini dituntut untuk mencari penyelesaianterha
dap pekerjaan- pekerjaan dan tugas- tugasnya
untuk dilakukan dengan lebih efisien, lebih
mudah, dan |ebih cepat.

Tidak konsi stennya beberapa bentuk institus
sektor publik (terhadap layanan yang diberikan
atau administras yang dijalankan) dikarenakan
beragam terhadap konteksbudaya, sgarah, dan
bahkan dalam kerangkakerjamaupun dergjat
pembangunan sos 0-ekonomi negara. Martin
(1996:111-112) menjelaskan, bahwasemenjak
proses- prosesdari layanan publik adalah dite-
tapkan melaui pertimbangan- pertimbangan
terhadap kewajiban- kewgjiban masyarakat,
makakendala- kendalayang dijumpai adalah
terhadap suatu pemahaman di dalam mencoba
menyediakan layanan publik melalui prinsip-
prinsip pasar terhadap tanggungjawab layanan
masyarakat (community service obligations
atau CSO). Ini karenasektor publik sebenarnya
merupakan bagian yang diatur oleh masyarakat
secaranasiond maupunloka, danjugatermasuk
bagi bukan pembayar pgjak. Makauntuk itu, di
daamhal ini Erkkil&a(2004 :18,27) berpendapat,
bahwaakuntabilitaslayanan publik perlu dirubah
sebagal suatu keutamaan dengan caramelibat-
kan mangj emen terhadap hubungan publik atas
dasar pemahaman terhadap pemerintahan
kepada pengel ol aan-pengaturan (goverment to
governance).

Sementaradi 99 lain, secaraorganisas gpayang
menjadi tantangan dan kritikan terhadap
pemerintah (melalui organisas sektor layanan
publiknya) adalah berkenaan dengan faktor-

faktor sebagai berikut:

a. Kurangnyamotivas parapekerja.

b. Status kepegawaian yang terlalu ketat
(strict).

c. Kurangluasdanterbukanyakemungkinan-
kemungkinan untuk pencapaian kenaikan
kariryanglebihbak medui pengembangan
diri.

d. Motivasi pekerja yang lebih terdorong
secaralangsung kepadapengutamaan posis
berdasarkan ambisi untuk mencapai karir
yanglebihtinggi daam pemahaman’poss
basah’ (sebagai bentuk pencapaian
profesonaismedankarir), sertamel etakkan
tanggungjawab semata- mata padaatasan
maupun sistem-peraturan jikatugasyang
dilaksanakan adalah meleset dan gagal
untuk memenuhi kepentingan layanan
rakyat.

e. Terbatasnya ruang kemungkinan untuk
pemilihan/penseleksian personil yang
mampu dan handal, dikarenakan masih
terdapatnyasikap dan penilaian primodia-
lismeyang |ebih mengutamakan penghar-
gaan terhadap identititasdiri dan keberadaan
'Sgpd seorang pegawai (yang lebihdikait-
kan melaui keterikatan kekel uargaan dan
kelompok) daripada berdasarkan kepada
bagaimanakemampuan dan prestasinya.

Dari kenyataan tersebut, Townley dan
Cooper (1998: 1048) berpendapat, bahwa salah
satu carauntuk mendukung paraadminigtrator sektor
publik di dalam mengel olaagensi- agens mereka
(supayamenjadi lebih efektif dan efisien), maka
diperlukan suatu pengukuran kinerja yang
dipergunakan terhadap tugas-tugas dari pem-
bangunannyasebagai suatu investasi, di samping
melalui justifikasi dan komunikasi dalam
"reinventing goverment’ (Townley et.al,
1998:1047-1064). Karenadengan carademikian,
akan memungkinkan terciptanyapersainganinterna
dan ekternal sebagai sesuatu yang diperlukan di
dalam menciptakan peningkatan mutu terhadap
pegawai lini bawah pada sektor publik. Namun
demikian, pertanyaannyaadalah,” Sistem manaje-
men apa dan bagaimana yang sesuai dan efektif
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terhadap kepuasaan konsumen, di mana pengu-
kuran yang dilakukan adalah membolehkan
terjadinya peningkatan kinerja organisasi dan
individu- individunya.”

LAYANAN DAN KEBUTUHAN
PENGUKURAN SEKTOR PUBLIK

Komis PBB di ddam prioritaspembangunan sosid
(UN Expert Group Meeting, 2003:36-42) mene-
rangkan, bahwadi dadam meningkatkan keefektifan
sektor publik makapemerintah seharusnya:

a. Menentukan sumber-sumber daya apayang
diperlukandi ddammenyediakantingkat- tingkat
dasar layanan- layanan yang diberikan dengan
menguji cara-carakeuangan yang lebih baik
terhadap pembelanjaannya.

b. Memperhitungkan kesalingtergantungan dari
pembelanjaan pembangunan sosial (seperti
pendidikan, gizi, dan kesehatan dasar, serta
mendorong keefektifan pencapa annya) sebagal
sesuatuyang kritika meldui pembangunan area
area dan program- program sosial secara
bersama- samadan terpadul.

c. Memastikan transparansi dan akuntabilitas
publik dalam anggaran dan prosesformulasinya,
termasuk pula di dalam hal ini adalah ‘pro-
visions’ yang sesuai bagi warga, komunikasi
yang jelas, informasi yang lengkap tentang
pendapatan (revenues), dan keterbatasan-
keterbatasan keuangan atau fiskal.

d. Menentukan sasaran- sasarantujudan prioritas
yang jelas, dengan selalu mencobamelindungi
kepentingan- kepentingan terbaik bagi orang-
orang miskin dan sektor-sektor masyarakat
marjinad, meldui rancangan anggaran yang baik
terhadap area- areakerjayang dibuat beserta
keuntungan- keuntungannya.

e. Memberikan prioritasterhadap anggaran pem-
bel anjaan yang dituj ukan bagi meningkatkan
kesgahteraan publik, mempromosikan kapaditas
pembangunan, dsb.

f.  Mengambil langkah- langkah reformad terhadap
sstemaokas anggaran dengan menghindarkan
ataumeminimalkan pembiayaan proyek- proyek
dan program- program sosial terhadap usaha-
usahauntuk memakmurkan dan menguntungkan

diri (pork-barrel in character or selfish), serta
motif- motif kesempatan dalam politik
(opportunistic political motives)

g. Memberikan perhatian- perhatian khususterha-
dap sesuatu yang diperlukan, agar dana- dana
publik yang dialokasikan terhadap sasaran-
sasaran khusus dapat di pastikan keberadaannya
melaui Sstemmonitoring danevaluas.

h. Memastikan pengukuran terhadap anggaran
pemerintahan tidak menciptakan kondis eko-
nomi atau efek- efek sebaiknya, seperti inflag,
krisis pembayaran berimbang, pertumbuhan
yang rendah, serta penuh sesaknyainvestas
swasta yang dapat merendahkan pencapaian
sasaran- sasarantuju sosial.

I.  Mengimplementasikan sistem pengukuran dan
pembangunan untuk menghilangkan tembok-
tembok penghalang terhadap penyediaan
layanan dan kinerja.

j. Memberikan perhatian dan pertimbangan

terhadap pemilihan waktu yang tepat, ketika
menyiapkan perencanaan- perencanaan dan
program-program aktifitas-aktifitas pem-
bangunan di dalam kerangkajangka pendek,
menengah, dan panjang.

k. Merancang harga-harga yang seimbang
terhadap layanan-layanan publik untuk ditetap-
kanmeaui kombinas hargayang diperlukandi
ddam pencapaiannya, yaitu berupapembelan-
jaan yang sesuai terhadap orang- orang yang
lebihluas.

l.  Merancang kebijakan- kebijakan kerjasama
(jikadimungkinkan dan sesual) bersama- sama
dengan sektor-sektor swasta, di manaperan-
cangan dan penciptaan institusi- institusinya
adalah bersandarkan pada layanan- layanan
publik terhadap populas.

Akantetapi, karenasemenjak sistem peningkatan
kinerjamana emen sektor layanan publik adalah
semata-mata diletakkan padainstrumen pengen-
ddianyang hanyadifokuskan melaui pengukuran
has| oleh organisas, makadampaknyaaddahtidak
atau kurang sesuai terhadap apayang dibutuhkan
masyarakat. Ini karenapengukuran yang dilakukan
dengan caratersebut adal ah gagal terhadap aspek-

aspek sebagai berikut:
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1) Carapandang pengelolaan organisasi publik.
Heywood et.al. (2007:2) mengatakan, bahwa
seharusnyacarapandang tersebut perlu dilaku-
kanmelalui sudut ingtitusona danindividud.

2) Komplekstastantangan terhadap strategi yang
dihadapi paraagens layanan publik. Di dalam
hal ini Ulrich (1998:126-127) menyarankan,
bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh
organisas- organisas publik addah membangun
kemampuan-kemampuan baru dan pemba-
ngunannya tersebut perlu dilakukan secara
kolektif. Di manakemampuan- kemampuan
tersebut adalah ditujukan di dalam menghadapi
globalisas, keuntungan melaui pertumbuhan
ekonomi dansogd, teknologi, kepitd inteektud,
dan perubahan.

Padahd , tujuan dan pencapa an yang diharapkan dari
pengukuran kinerjasektor publik adaah dimaksud-
kan sebagal berikut:

a. Menjadikan suatu organisas berkinerjatinggi.
Di sini Eiarnienéet al. (2006:62) mengatakan,
bahwa caranyaadalah melalui visi, misi, dan
sasaran tuju (obyektif) yang diarahkan terhadap
peningkatan berkes nambungan, pengutamaan
terhadap pekerja- pekerjayang berkemampuan
luas, kel enturan dan perataaan terhadap biro-
kras untuk menggantikan hirarki organisas yang
tinggi dan kaku, dan pengayaan kerja (job
enrichment).

b. Mempromosikan pembelgaran dan pemba-
ngunan badan- badan |ayanan publik secaraber-
kes nambungan padasemuatingkatan organisas.
Radnor et al. (2006:4-76) dalam hal ini
mengusulkan, bahwa caranya adal ah dengan
pengendalian mangjerial yang dikurangkan
melalui pengujian otoritas formal terhadap
faktor- faktor kritikal keberhasilan (critical
success factors) yang harus dicapai. Faktor-
faktor tersebut adal ah berupa pembangunan
organisas dan kesigpannya, budayaorganisas
danrasakepemilikan, komitmen mangemendan
kapabilitasnya, sumber-sumber dayayang sepa
dan terhadap kemampuan-kemampuaninterna
dan kompetens, proseskomunikas yang jelas
dan keterikatan, penyebaran strategi dan
pengel olaan dari aktifitas-aktifitas peningkatan

berkesinambungan (continuous improvement),
dukungan ekternd, kerjasama, masadan waktu.

c. Mengarahkan organisas kepadasuatu pengena
lan terhadap s stem- sistem pengukuran proses
yang disg g arkan terhadap sasaran organisasi.
Oleh karenanya, di dalam hal ini diperlukan
identifikas terhadap pelanggan melaui rantai
pasokan dan umpan balik agar pengukuran
kinerjanya menjadi lebih efektif (Kaplan &
Norton, 1992:72-79; Nedly et. a, 2000:1119-
1122).

d. Meningkatkan dampak dari rantal pasokan
melaui strategi transformas organisas. Di Sini,
peningkatan proses perlu dilakukan melalui
elemen-elemen pengukuran kinerjaterhadap
perangkat-perangkat organisas dan kemam-
puan-kemampuan yang ada, untuk diletakkan
sebagal rujukan atau acuan terhadap dergjat
kesuksesan kinerjaorganisas yang diperlukan
di masamendatang.

Dengan demikian, maka pertanyaan yang timbul

adalah sebagai berikut:

1. Seberapaefektif proses-prosespelayanan pu-
blik yang adaterhadap inti masalah yang sering
timbul di ddam aktifitas- aktifitaslayanan sektor
publik, dan di manakah kendala-kendala
utamanya?

2. Bagaimanakah tindakan-tindakan dan kebija-
kan-kebijakan pemerintah meldui sstem pem-
bangunan yang diperlukan terhadap instansi-
instang sektor publik yang berhubungan dengan
organisasi dan individu, sertabagaimanakah
pengukurannya?

STRATEGI DAN PENERAPAN LEAN
PADASEKTOR PUBLIK

1. Strategi dan Penerapan Lean sebagai suatu
konsep terhadap manajemen dan penga-
turan layanan publik

Dengan mengadops pendapat Taichi Ono
terhadap konsep 'muda’ atau pemubaziran
(wastages) dalam sistem produksi Toyota,
(Womack et. d., 1990: 56-149) di ddam buku“The
Machine that Changed The World”” mengatakan,
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bahwadi ddam menghadapi Situas persainganyang
begitu sengit dewasaini, makaorganisasi- organisas
ataupun perusahan- perusahaan seharusnyaberpijak
padapenggunaan sega asesuatu secaralebih kurang
atau lebih kecil. Di sini, pijakan utamanyatersebut
adalah terhadap pengurangan pemubaziran
(wastages) dengan penekanan padaspesifikas dan
nilai, peningkatan terhadap konsumen, dan
pembangunan kepemimpinan (Gianakis, 2002:36-
37). Oleh karenaitu, makaorganisasi- organisasi
perlu didorong untuk menemukan suatu cara di
ddammensg garkan strategi pertumbuhan mereka
meldui penyediaanlayananyanglebih baik danbaru
terhadap biaya yang terbatas, serta berkenaan
dengan pekerja/ pegawai, optimalisasi biaya,
maupun mutu dan layanan pelanggan secara
berkes nambungan.
Namun demikian, karenasemenjak secara
kondis adamiah dari nilai-nilai sumber dayayang
dimiliki organisasi-organisas adal ah berbeda (ter-
hadap kemampuan-kemampuan, lingkungan, dandi
dalam cara- carayang berdampak terhadap pem-
buatan dan penergpan srategi untuk membuat fungs-
fungsinyamenjadi lebih baik), makaorganisasi-
organisas addah perlumemfokuskan dirinyaterha
dap pelibatan (involement), pembangunan mekanis-
memonitoring, dan evauas kinerja. Di dalam hal
ini, fokusnyaadal ah berdasarkan padatingkatan-
tingkatan individu dari perencanaan-perencanaan
yang berkenaan dengan strategi organisas, opera-
siond, tindakan individu dan target-target, persya
ratan-persyaratan sumber-sumber daya, standar-
standar kinerja, sertaperaihan dari sumber- sumber
dayanya. Di manaaktifitas-aktifitas terhadap pe-
ngurangan pemubaziran dan kegagal an-kegagalan
layanan yang memuaskan konsumen atau masyara:
kat add ah dil akukan berdasarkan sebagal berikutini:
a.  Pengdaman (Experiences). Ini karenakebanya
kanorganisas publik tidak memiliki ketangkasan
atau kecakapan di lini depan di dalam menang-
gapi permintaan perubahan dari parapelanggan/
penggunanya. Sehinggauntuk itu, makadiperlu-
kan pengadops an terhadap pengd aman mange-
men perubahan atau gayakepemimpinan yang
tepat.

b. Kepemimpinan (Leadership). Menurut Bhatia
dan Drew (2006:3), bahwadengan lemahnya

kepemimpinan maka akan menjadi tembok
penghalang bagi organisasi-organisas publik
untuk menjadi lebih efektif, efisendanoptimal.
Oleh karenaitu, melalui kepemimpinanyang
"membuka kekangan’ (unlock) terhadap
sumber-sumber dayanya di dalam aktifitas-
aktifitasuntuk memilihinigatif baru padasektor
publik, makaakan memberikan ruang pemaha
manyang efektif, efisen, dan sehat. Meaui cara
tersebut, jikaparapembangun dari Sstemingin
beranjak dengan polapemikiranterhadap fil osofi
lean, makaapayang diperlukan ada ahidentifi-
kasi terhadap pangkal-pangkal prosesopera-
sionalnya melalui cara pandang pelanggan.
Setd ahitu, kemudian merancang sertamengatur
gstemyang dibuat dengan menjagainformas dan
peredaran material- materiadnyauntuk berjalan
lancar terhadap proses- prosestadi.
Pemahaman (Understanding & Recognizi-
tion). Kurang jelasnya pengukuran kinerja
terhadap target yang dapat dicapai, mendorong
perlunya pemahaman dari semua pekerja
terhadap suatu prosesyang dijalankan. Semen-
jak tujuanterpenting dari satusistemleanaddah
mengkonfiguras kan aset-aset, sumber- sumber
materia, dan pekerjadi dalam suatu carauntuk
meningkatkan aliran proses terhadap keun-
tungan pelanggan (dengan carameminimalkan
kerugian yang disebabkan pemubaziran,
keberagaman, dan ketidaklenturan), makauntuk
itu suatu organisas perlu memahami bahwalean
merupakan filosofi jangkapanjangyang dijdan-
kan secaratekun.

. Pengelolaan (Management). Bhasin dan

Burcher (2006:60-67) mengatakan, bahwa
denganlemahnyapengarahan, perencanaan, dan
kesesuaian terhadap rangkaian proyek yang
tersedia, merupakan kesukaran utama yang
dihadapi organisas di dalam menergpkan lean.
Ini dikarenakan konsep lean dipandang sebagal
pilihan dari sebuah naluri tanggapan (counter-
intuitive) terhadap model manufakturing
(Womack et al., 1990:62), di manakonsep ini
belum secaraefektif dapat dipergunakanterha
dap perilaku pertahanan diri (self-defeating) dari
individu- individu atau kelompok orang di ddam
tempat kerja(Emiliani, 1998:29-34,38). Dengan
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demikian, makauntuk itu pengelolaannyaaddah
perludilakukan meldui pendekatan budayadan
nilai- nilai (Flamholtz, 2001: 273), berdasarkan
perubahanlingkungan operas yang semakin ber-
saing, dan perlu dibarengi dengan modifikasi-
modifikas yang mengadaptas kondis- kondis
lokal dan ’membumi’ (Barnes et al, 2001.
294,304).

Model dan proses organisasi (Organization
model and process). Semenjak suatu organisas
seharusnya menghasilkan keluaran (output)
yang tepat terhadap nilal yang dapat ditambah-
kanmddui pembangunan manusadankemitraan
secaraberkes nambungan, makauntuk itu pemi-
kiran lean harusdipahami sebagai suatu kunci
yang mempengaruhi modd organisad yang tidak
sekedar menghasilkan ‘ pembelgar’ (learner).
Ddamhd ini, sshagamanayang diusulkan Liker
(2004:6,36), maka diperlukan kemampuan
pemecahan masal ah yang berkesinambungan
sebagai penggerak terhadap pembelgaran
organisas.

Kompleksitas(Complexity). Pendekatan stra-
tegi mang emenyang dilakukan pemerintahtidak
cukup hanya dilakukan melalui pendekatan
radond yang memerlukan kemampuan- kemam-
puan baru dalam kemampuan teknikal sgja,
namun jugakemahiran insaniah (soft skill) yang
diperlukan untuk meningkatkan kerjasama,
penerimaan terhadap tanggungjawab yang lebih
besar, fokusbaru padakomunikas dan penye-
baran pengetahuan, sertaide di dalam dan di
luar organisas. Oleh karenaitu, semenjak pene-
rapan |ean ada ah beragam dan tergantung pada
bagal manamempergunakannya, makapende-
katan yang perlu dilakukan addah medui cara
carayang tidak konvensional (Parker, 2003:
620-623). Ini karena, cara tersebut terlalu
bergantung padaprosessimpal tungga (single-
loop) yang mengabaikan dinamikakompleksitas
dari kondisi- kondis kemanusiaan dan sistem
organisag.

2. Pengukuran terhadap layanan publik

Beberapa aktifitasterhadap program-pro-

gram yang diperlukan untuk menciptakan layanan

publik yang memuaskan pengguna(warga), caranya

ada ah sebagai berikut:

a Suara/Pendapat danAkuntabilitas (“\oice and

Accountability™)
Partispas di dalam dengar pendapat (hearing)
lokal terhadap kasus utama. Misalnyaseperti
korupsi dan pelbagi bantuan- bantuan publik
(Knox & Qun, 2007:451- 462).

b. Penyederhanaanadministras (“Simplification

of Administration”).
K erjasamaantaramgjelis pemerintahan daerah
dengan badan-badan bimbingan/konsultasi
komunitas sebaga badan penasehat pemerinta
han lokal untuk menjadi mode ‘ new steering’
terhadap pengukuran kinerja sektor publik
(Greiling, 2005:554).

c. Pelayanan satu atap (“ One Stop Shops”).
Pengelolaan dan administrasi sektor publik
dilakukan dengan prioritas sasaran tuju ber-
dasarkan reformasi di dalam memberikan la-
yanan, sekaligus melalui kehadiran institus
pelayanan publik (Riga, 2000:2).

d. Pengelolaan personil strategis(“ Strategic Per-
sonnel Management”).

Pemberlakukan manajemen ketenegakerjaan
melaui mangjemen baru publik (Eiarnienéet d.,
2006:62).

e. “Expectations Disconfirmation, Expecta-

tions Anchoring and Delivery Process”.
Mé akukan andisalayanan publik medui survel
antaraharapan (expectations), kinerja(perfor-
mance) dan kepuasan (satisfaction) dengan
pendekatan ketidak-nyamanan (discomfort)
dan kepuasan (satisfaction), di manadari hasil-
hasiInyadapat diketahui antaratingkat hargpan
(expectations) dan pandangan terhadap kinerja
(perceived performance). (David, 2007:25-
34).

f.  Penerapan managemen mutu terpadu (“ Total

Quality Management”).
Mendorong badan- badan pemerintah untuk
menerapkan standar mangemen mutu 1SO 9000
terhadap standar pengaturan dan pengelolaan
mangjemennya(Common, 1999:433).

g. Inisiatif mangemen berdasarkan hasil (“The
Results-Oriented Management Initiative”)
M enerapkan layanan publik yang didasarkan
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padahargpan- hargpan yang secarajel as (seperti
gpayang dituju, rencana: rencanabisnis, peran-
peran, dan tanggungj awab- tanggungjawabnya)
mdaui inigatif- inigatif reformes yang diserahkan
kepadakelompok elit teknokrat dan agensi-
agend atau kesekretariatan yang bertanggung-
jawab terhadap implementas reformad layanan
sipil (Langset, 1995:366 - 378)

h. Swastanisas dan Pengurangan (“ Privatization
& Downsizing”).
Mengdihkan departemen- departemen layanan
kepadaagens - agens yang berdiri sendiri atau
kewirausahaan, sehinggamengurangkanjumlah
anggaran belanjayang disebabkan pembayaran
gaji pegawal, selain meningkatkan kefektifan
pelayanan terhadap masyarakat (Polidano,
1999:1- 27).

Dengan cara tersebut, maka pengukurannya
dilakukan berdasarkan € emen-elemen padaatribut
kinerjaterhadap organisas dapat dilihat padatabel
lyaitut:

Tabel.1. Atribut KinerjaTerhadap Organisasi

a. Nilai yang ditambahkan. Di sini, nilai tambah

merupakan jumlah total dari ssmuabiayayang
dibelanjakan terhadap proses dan operasional
kerjayang dikonversikan kedaam hasil akhir
yangdinila olehkonsumen.

Biaya tetap dan berubah- ubah. Ketikasemua
biaya- biaya yang terjadi terhadap dergjat-
dergjat aktifitas pekerjaan adalah tidak rinci,
makaperubahan- perubahanyangterkait dengan
dergat aktifitasnyaperlu diterangkan melalui
sistem akunting biaya yang jelas. Sehingga
dengan demikian, apayang diharapkan akan
membawa perbedaan antara biaya tetap dan
berubah-ubah, serta memberikan dampak
psikologis pada perancang-perancang dan
pengendali- pengendali terhadap organisasi
dengan fokus pada variabel-variabel yang
dimasukan dalam kategori biaya untuk
dikurangkan.

Isu- isu pola pikir (mind set issues). Semenjak
perbedaan terpenting di dalam standar adalah
untuk mengerjakan, mengamati, dan mengen-

Attt D1z amis asi Tradisional Dirzanis asi Parubahan
Pola pikirsecara Zata pola pilar standarsehazal dasar Sat polapilaruntlk mempertanyalkan
O anis asl tethad ap kiverja orzarnsasi. stand ar standar dan sergngmerka
[ Chrearzaticnal hanea nkaunnk di-reser "kenbali.
Jdindser) [Foummey in the contnuous Ingyovenent

parh)

Eemanpuan- Pengorsarnsasian terhadap pembangunan Pengorganisasian terhadap pewbangunan
kemampaan secara produk lavanan untak ‘pasar’ yang kemampaan- kemanguan terterda secara
O anis asl dispesifikasikan orzanis asi dan pola pikir yang dapat
(Chvearszanonal mengzalopsi terhadap beberapa
Copalbilites) pers yaratare persyaratan masa

Stmktar orzars asi

Elok-blokbansunan logika sebaza

[Chrparzatonal area- awa fimgsional.

Ahucture)

Penguloaran kinexa Pengulnran wang dinloar adalah

O anis asl berdasarkan pada parameter mmternal,
[Crparpzational sepert: permardaatan tenaza kexja dan

perfornmance measurel

Biaya (Cost)

perangkat- perangkat b arta yang
diperhaikamn, mila dar itere iterm vang
dibernkan, dan kesesiaian terhadap
standar- s tandar tertertn.

Biaya mempakan fangsi pertind angan
vang dilalmlkan terhadap rmata,
penyediaan, cepatnya tanggapan, dsh
(Digerakkan aleh crzamis asi). Kendali
biava adalah tethad ap penguranzan
blava

mend atang terhadap komwsumen dan
produk layanan

Eelonpok- kelongpok berdas avkan

proses bisnis yang memangkas dan
menzzabungkan beb erapa aves fingsi
sebazai blok-blok b anzunan
Penpuloaran kiney adid asarkan pada
parameter yang digerakan olah
komsumen, sepert e dan penymdiaan
tepatwralkba.

Permamanan biaya (digemklkan
komsumen). Kendali- kendali vang tidak
mwenyeh ab kan biayva nrik pengurangan
biaya.
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dalikan semua aktifitas-aktifitas organisasi
sebagai suatu faktadi dalam polapikir tradi-
sional, maka penyetingan terhadap perangkat-
perangkat bantu operasional agensi-agensi
ataupun ketentuan- ketentuannyamenjadi satu
isu sensitif sebagal kesan penggelembungan
(‘impinges’) terhadap potens penerimaan dari
kebanyakan individu dalam organisasi. Di sini
apaharusdipahami adal ah, bahwaorganisasi-
organisas publik perlu‘mengembara di daam
suatu langkah menuju kesempurnaan melalui
peningkatan berkelanjutan (continuous
improvement).

d. Pengukuran-pengukuran kinerja (perfor-
mance measures). Dikarenakan pengukuran
kinerja dipergunakan sebagai suatu standar,
makafaktor-faktor pskologisdari sstigpindividu
di dalam suatu organisad, dari mulal paraekse-
kutif senior hingga pekerja bawahan adalah
perludiatur melaui suatu Sstem pengukuran. Di
aini, jika setigp keluhan terhadap mutu dan ke-
puasan pelanggan (yaitu sistem kendali yang
dihasilkan adalah menyatakan rincian dari
penggunaan terhadap sumber-sumber daya,

Tabel.2. Aspek- Aspek Sasaran dan Faktor- Faktor Kritikal

penyerapan yang diharapkan, maupun berupa
overhead) adalah beragam, makaparamanger
perlumengetahui bagaimanaseharusnyabertin-
dak dan berperilaku.

e. Kemampuan- kemampuan secara organisasi.
Dengan fitur- fitur dari organisasi-organisas
publik (melaui bentuk kombinas dari atribut-
atributnyadi dalam membangun kemampuan-
kemampuan tertentu ada ah | ebih dari pada seke-
dar kemampuannya untuk hadir dan berada
terhadap produk layanan dan konsumen yang
dipilih), makatantangan-tantangan dan atribut-
atribut kinerjaorganisasnyaperlu diukur seperti
halnya yang terjadi pada sektor-sektor
swasta.

Sementara berdasarkan anggaran, sumber- sumber
daya, penurunan/pengurangan ketidakefisenan, dan
maksmalisas anggaran, makaaspek- aspek pengu-
kuran yang perlu diperhatikan di dalam mencapai
keberhasi|an layanan publik ada ah ditrasnformas-
kanmdadui faktor- faktor kritikal keberhasilan (CSF)
yang digerakkan pasar (market-driven manage-
ment) seperti ditunjukkan dalam Table 2. sebagal
berikut:

Lspel- Lspel dan Gol yang diharapkan
(sanber: Clamiené et al., 20087

Faktor- Faktor Ential Tethadap Edberhasilan
[Sumtber : Kadnoret al., 2008)

Wis1, nos1, dan gol yang diarablcan terhadap

Pemb arngunan keslapan orgarnsasi [ melabn

petingkatanb erkelanpitan.

Eeutamaan pada pekerja vang memilila
kemampian- kemanmpuan yang beragam

Oirgaris asl vang lebih rata dan lerar untalk
mengganhkan huradkl oxpanisasi vang ingzi dan
kaloa.

Petzayaan pekeyaan dan penyreb aran
perbuatan keputisansebagal sata hasil dan
kb1 akan d alam me npromos itkan perbelajaran
betkesmmanbunzan padasenua tngkatan
OXZamis asl

Penzend alian manajemen [sedikit
dilmrangkan atan dipertahankan sedilat) melahii
pengujian otorits fHrmal

pernbangunan saby visi stratezl terhadap apa wang

o atts asi pedukanuntk dicapai azarlebih diftlaskan
pada konsamen dan efisien, serta satn kepedulian dan

b azaimana pengulnrareFal

Budaya organisasidan ‘rasa kepernmnlikan’

Eonutmen manajemen dan ke manguan [(Eondbuen
manajemesn irti unti k wensimple wentasikan perab ahan
vang diamakan pelerja)

Diana atan surber sanberd ava yang sesaal terhadap
bemmlanya pembahan dan kemalomn ekstemal vang
menciptakan kemanpuan- kemanguan internal dan
kommpeters - konpetensi.

Pmses komumkasi yang jelas dan keterikatan
Iabunzan (Proses kormmlkas i untk menjelas kan
pemnbahan dan memastlkanbalara hal tersebat dapat
diterapkan secara efektif vang hasilnya adalah positif)

2 eatem pervrebaran dan manajemen alkbfitas-
aktfitas lean sebazal pendelkatan stratezis

Chlangan ekstemal

Eerjasama hm
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SISTEM PEMBANGUNAN MANUSIA
(People Development System)

Ewanowich (2004:1-4) mengatekan, bahwa e

dewasaini mangemen sumber dayamanusamem-
butuhkan peran-peran yang kompleks terhadap
keuntungan peran yang baru dan lebih jauh men-
jangkau, perangkulan visi, budaya, cap (brand/
merk), manaemen human kapital, intelenjensia
bisnis, keputusan- keputusan dantransformad bisnis,
dan pekerja-pekerjayang bekerjadengan sendirinya
/kemandirian (autonomous).
O’ hEocha (2000:321-322) di dalam hal ini mene-
gaskan, bahwasebagaimanaorganisas yang benar-
benar lean, maka pekerjaan di dalam peningkatan
mutu add ah sebaiknyadi mula dengan hd- hd yang
memerlukan keterlibatan penuh organisas. Ini dika:
renakan sasarannyahanyadapat dicapal jikapara
pekerjasesua dan sgjaan dengan panduan fil osofi
baru (yaitu berdasarkan landasan disiplin, standa-
risad, dan‘ kebershan' untuk mencgpa sandar mutu
yangtinggi, sertaberasad dari lingkungan kerjayang
terorganisasikan dengan rapih). Sehinggadengan
demikian, makafaktor- faktor yang diperlukan ter-
hadap hasil dari pengukuran adalah sebagai
berikut:

a. Keterlibatan penuh dan perubahan perilaku para
pekerja. Liker (2004:156-246) mengatakan,
bahwaperanan penting tersebut perlu dilakukan
meldui keterbukaan, komunikas yangjujur, dan
pendelegasian dari pihak yang berwenang
(otorisas).

b. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah
di antaraparapekerjadi semuatingkatan, ko-
mitmen penuh dari parapekerjayang di mulai
dari pihak atasan hinggabawahan, dan perilaku
lean di antaraparapekerjauntuk menjadi agen
perubahan (A.P. Puvanasvaran, 2009:14-19).

c. Straegi bagamanahumankapitd dari organisas
dipandang sebagai penempatan (staffing)
sebagai manaterhadap perencanaan bisnis.

d. Konfiguras-konfiguras sumber dayamanusia
yang dipergunakan dalam organisasi. Di sini,
kelompok- kelompok individu perlu dibedakan
berdasarkan kelompok-kelompok berkema-
hiran yang tergantung padabentuk alamiah dari
kontribusi mereka, sertakontribusi nilai dan

strategi penempatannyayang dibagi- bagi dari
kombinas human kapital di antaraperbedaan-
perbedaan tersebuit.

Bentuk- bentuk dan hubungan ketenagakerjaan
terhadap parapekerjayang berbeda-beda. Me-
nurut Kang et. d, (2003:7-32), ini karenadergjat
dari kapitd manusiasecarastrategisadalah ber-
nilai dan unik, semenjak parapekerjatidak se-
muanyaberkontribusi dengan carasamaber-
dasarkan human kapital.

f.  Konsegp dan perspektif human kapital yang ber-

kenaan terhadap s.stem dan organisas. Rastogi
(2000:193) mengatakan, bahwa apa yang
diperlukan untuk pencapalan sasaran organises
adalah seharusnya difokuskan pada konteks
lingkungan organisasi dan logika kepuasan
konsumen yang berdasarkan pengetahuan dan
pembelgaran, kreatifitasdaninovas, kompe-
tend, dan kemampuan.

g. Bagamanapenanggulangan terhadap tantangan-

tantangan (meldui pengel olaan orang dan kesu-
karan-kesukaran yang ada) untuk mendapatkan
eksekusi yang efektif dan produktif. Howatt
(2004:1), berpendapat, bahwatanpamemahami
dan mempergunakanilmu pengetahuan tentang
human kapital, sebuah organisasi atau agensi
tidak dapat benar- benar memahami bagaimana
sebuah faktor individu bekerja atau tidak di
ddam suatu organisas.

h. Makdmdisas pdayanandanminimdisas peng-
gunaan biaya. Oleh karenanya, maka perlu
dibuat sstem birokras yang berorientas kepada
pengguna (customer-orientation) atau sistem
mang emen yang dapat memaks malkan peker-
jaan dan tugas pekerja-pekerjaagar menghasil-
kan output yang lebih cepat dan efektif. Di mana
dengan sistem managjemen tersebut, dapat
menghindarkan pekerjaan berganda (redudant)
dan tidak memberikan nilai |ebih atau tambah

bagi pengguna.

1. Sistem Pembangunan Kemampuan Pemeca-
han Masalah (Problem Solving Capability)

Melalui sistem pembangunan manusia
(people development system) atau PDS dengan
mengadops prosesmang emen lean (lean process
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management) sebagai sebuah pilar dari PDS
terhadap industri manufaktur (seperti yang ditawar-
kan pada Gambar 1), makakemampuan terhadap
peningkatan yang segera(immediate improvement)
dan pengadopsian terhadap perubahan adalah
menjadi suatu penentu di dalam keberhasilan pene-
rapan lean. Sementaraitu, sistem pembangunan
manusia atau PDS (people development system)
menjadi jantung dari perpaduan dari sistem penge-
lolaan manusia (people management system),
sstem mana emen lean proses(lean process mana-
gement system), dan sistem pengelolaan bisnis
(business management system) dengan ukuran
yang berdasarkan aspek- aspek seperti: kemahiran
dan pengetahuan atau S& K (skill & knowledge),
sikap hormat dan menghargal atau RFP(respect of
people), sertaindikator kinerjakunci atau KPI (key
performance indicator).

Berdasarkan kerangkasi stem prosesyang
dibuat ini, makakemudian pengukuran kinerjaorga

» COMMUNICATION
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nisas dapat dilakukan terhadap aspek-aspek keber-
hasilan yang diinginkan dari masing- masing ke-3
sistemnya berdasarkan kerangka sasaran dan
obyektif dari S sterm mangjemen prosesnya(people,
lean, danbisnis). Sdainitu, oleh karenasasaran dari
sistem manaj emen bisnisperlu diimplementasikan
secara hati- hati terhadap sumber-sumber daya
organisasi yang terbatas (berdasarkan sistem dari
people dengan sistem dari pemikiran lean, yaitu
terhadap aset-aset kapital, perangkat infrastruk-
turnya, masaatau waktu, danjugamanusia), maka
perpaduan dari ke-3 elemen ukurnyatadi (RFP,
S& K, KPI) adalah merefleksikan keterlibatan para
pekerja secara menyeluruh (total employee
involvement) dari mulai atasan hingga bawahan,
untuk memai nkan peranan penting bagi keberlang-
sungan penye esaian masdah di antaraparapekerja

Dengan bentuk kerangkakerjaseperti ini
(lihat Gambar 1), makaapayang diharapkan adaah
sebagai berikut :

~ TEAM ENVIRONMENT

* SELF DIRECTED

PERFOSMANCE
INDICATORS

LEAN

PROCESS

Skills
And
Knowledge

MANAGEMENT

= TECHNICAL REQUIREMENTS
= CROSS FUNCTIONAL

= TRAINING NEEDS
EFFECTIVENESS

= SKILL ACHIEVEMENT

Gambar 1. Sistem Pembangunan Manusia
(sumber: A.P. Puvanasvaran, 2009: 19)
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a.  Sekdipun penergpan terhadap konsep lean pada

awanyaada ah di dipergunakan ddamindustri
manufaktur, namundalam hd ini (yaitulayanan
publik dan sektor publik seperti misalnyakese-
hatan, pendidikan, jaringan sosia, dll.) dapat
dipahami sebagai bidang bisnis, seperti yang
dinyatakan oleh Braddon dan Foster (1996:6)
terhadap suatu layanan publik agar menjadi lebih
efisendan efektif. Di manasstem mangemen
(dalaminovasi) adal ah menggunakan strategi
secara kesel uruhan terhadap bentuk- bentuk
operasionanyayang seolah-olah berbentuk ko-
mersd. Di ddamhd in, konsepterhadap pemu-
baziran melalui sistem lean sebagaimanate-
reflekskan dari Sstem mang emen Toyotadapat
dipergunakan di dalam memuaskan konsumen.
Di mana kerangkakerjanyaada ah ditawarkan
melalui KPI dan S& K sebagai hasil perpaduan
dari sistem manjemen bisnis (business
management system) dan sisterm manajemen
orang (peole management system) terhadap
sistem manajemen proses lean (lean process
management system).

. Sekalipun padakenyataannyakonsumen tidak
memiliki pilihanterhadgplayanan publik sebaga-
manasektor bisnisdanindustri, namun manakda
komerddisas yang berkenaan dengan pemerin-
tahan terhadap operasi-operasinya adalah d-
ibentuk sebagai satu bisnis, makaentiti- entiti
yang dikomersialisasikan tersebut adalah tetap
di dalam layanan publik sebagai bentuk politik
(Dixon & Kouzmin, 1994:52-61). Di sini,
campuran yang sama antara isu-isu sosia,
ekonomi, dan hukum mempengaruhi lingkungan
politik yang lebih |ebar dan akan mendominasi
kinerjasektor publik seperti halnyabentuk ko-
mersial. Artinya, kepentingan masyarakat dijel-
makan menjadi kepentingan politik, begitu pula
sebaliknya (bentuk politik sebagal pemahaman
dari visi, misi, obyektif, dsh., dan juga top-
management).

Karenas stem mangemen orang/pekerjaterha
dap aktifitas-aktifitas, tindakan- tindakan
praktikal, dan prosedur-prosedur yang berhu-
bungan dengan bagaimana memberdayakan
pekerjal pegawai di dalam suatuingtitus adalah
mendukung para pekerjadi dalam memper-

gunakan sumber-sumber dayayang tersedia,
makaagar sesual terhadap pencapaian rencana
kerjainstitus, untuk itu diperlukan pengaturan
terhadap program pendidikan pekerja, fokus
pada keterlibatan kerja secara berkel ompok/
tim, dan kelompok kerjamandiri (self-directed
team).

. Semenjak hasil- hasil dari sistem mangjemen

adalah diharapkan benar-benar memberikan
keuntungan melaui pembuatan keputusanyang
‘diserahkan’ kepada level terbawah, maka
diddamnyadiperlukan obyektif/ tujuanyangjelas
dan kemampuan- kemampuan yang sepadan.
Sekalipun persyaratan-persyaratan ini tidak
umum bagi jenisstruktur organisasi piramida
birokrasi, namun sebagai akibat dari tuntutan
pasar maka penggaliannya dapat dilakukan
melalui reformasi sistem mangemen (roda
antara top management-midlle manage-
ment-bottom management sebagai siklus
continuous improvement dan keter-
libatannya). Di sini, pertimbangan- pertim-
bangan di dalam menerapkannya adalah
sebagai berikut:

I. Bahwaagar sistem proses sgjalan dengan
tujuan dari organisasi, makaprosedur- pro-
sedurnyaharusdapat dilihat dengan arah
terbalik (reversed).

ii. Kinerjadari layanan-layananinterna yang
kritikal terhadap kinerjaoperasional perlu
diperlakukan dengan samapersisterhadap
proseslainnya

iii. Méealui pengukuran terhadap rantai paso-
kanyangtelahdiidentifikaskan, makasuatu
hirarki proses dapat dipilah- pilah secara
progresf.

Iv. Sekalipun seringkali usahauntuk penguku-
ran terhadap usaha memadukan kembali
seperti kepuasan penggunatidak pernah
dipisahkan dari proseskritika rantai paso-
kanlini terdepan, namun dengan caraini akan
mengarah kepada sesuatu yang umum
dengan pendekatan: “apayang dapat kita
ukur padalevel tersebut” terhadap kinerja
Suatu Srategi dari setigp bagianyangterpisah
di ddamorganisas.
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2. Pengukuran Sistem Pembangunan Kemam-
puan Pemecahan Masalah (Problem
Solving Capability)

Dibernardino dan Miller (2008:2) berpen-
dapat, bahwa keputusan-keputusan di dalam
perencanaan strategisterhadap pekerjaadal ah ber-
dasarkan pengukuran. Dengan pengukuran yang
dilakukan, Mintzberg (1979:948) berpendapat,
makas semkenddi kinerjadapat melayani 2 tujuan,
yakni pengukuran dan motivasi. Di dalamhal ini
Hauser dan Katz (1998:517) menegaskan, bahwa
suatu organisas add ah menjadi gpayang diukurnya.
Pengukuran perlu dilakukan meldui satu pendekatan
yang dapat diterimadi dalam organisasi- organisas
dengan usaha- usahayang dapat dipertimbangkan
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melaui’ gpa yang akan cobadiukur dan’ bagaimand

mengukurnya. Untuk itu, pengukuran terhadap ke-

lemen parameter penerapan lean (S& K, RFP, dan

KP!) add ah perlu berdasarkan faktor- faktor kritika

keberhasilan atau CSF (critical sucess factors) dan

matriksdari kinerja- kinerjayang diukur, seperti
ditunjukkan pada Tabel 3. Sedangkan dalam
tingkatan operas ondnya, layanan publik yang diukur

adal ah padaaspek-aspek seperti padaTabel 4. Di

manakriteria- kriteriayang perlu diperhatikan di

dalam melakukan pengukuran tersebut adalah

sebagal berikut:

a. Ackoff (2003:69) mengatakan, “Anda tidak
boleh mempergunakan cara yang sama dal-
am mengelola orang yang tahu bagaimana
mereka melakukan kerjanya dengan lebih

Table3. KerangkaK erjaAnditik Terhadap Pengukuran Kemampuan Penyelesaian Masd ah di Dalam Mangiemen ProsesLean

Falinr- Faldor Kritikeal

Karakteristik Kunri dari Pengatuan

terhad ap K eherharsilan {C5F)

Maitrilke Kinetja

E lenwen PD S daxi PDS
| KPI | v Keprasan pelanggan Pencapaian dari EFT anmk masing - masing
+ Misi [customer satisfact on) tinglkatan terhad ap sasaranrora.
+ Milai Inti [ 2ove valus) v Pemyediaan tepatwakta (om Produlktfitas (pooducrvin)
+ Wisi Hwme delivery) Eehihan dan aduan pelangzan (custoomer
+ Basarmn tyu (oeefva) v Mil cacat (zere dafect) conglain)
- Steategi t Pengurangan Biaya (cost Jaimlah dan kezazalan layanan [serwice

v Irisiabf’ S tratesi (spategy Hofiative) reduction)

5 as aran Prab adi (personal objective)

v Biava opersional vang efelhf
[effechve operational Cost)

Fadlurel inferior]
Erehadivan pekerja (attendance/Absenteeism)
Eesesnalan dan ketepatan denganwarakia
vang dijadvralkan (ra-diness -schadule fime)
Pengmunaan prinsip- prinsip QCDAC
[Caliny, Cost, Delivery, Accowntability, don
Ceomtinows Improverent)

| RFF J
+ Linglunzan'masana kerja dan
kelonpok (teamn envivarmnent) ’
+ PengarmhanDin atan kemandirvian (self
directed)

Eonmnikasi (commrmmication) ’

Formation)

v Pemngkatan

E crnibmen manajermen puncak
[top managermeEnt conms et

Bentik-mpa dan keefektfan
kelonpok (tean gfectivenss s

Biaya atau nilai terhad ap ide-
e (Fdeas cost or vals)

Banyalnya ide vans dibuat dan dib angkitkan
[mpnber af ideas generated)

Derajat keted hatanikeilmts extaan (level af
people involvermer)

Pengmunaan perangkat lean (usage of lean
toals)

Provek- provek dalam penghematan biava
secata total (total cost s owing pragects )

berkesinammbungan (cemhnuous

INPFOVERENLS]

v Perlalm lean (fean behawiors)
v Sistermn penghargaan imb al
balas (rewardng spster)

FPengulian dengan survey terhad ap:

Eonitmen manajeven puncak (top
RUINAEERENT S ONTRINNENRT)

Parilakn lean (Jeam Behaviors)

Pencapaian dan derajat pemaharman &
penerapan lean (achisvernenr afleammess level)

[ SE&EX
+ Pers yaratan — pers yaratan telmikal yang
diperhkan (techrgcal requiremerss)
+ Hubungan artara fungsi- fangsi (oross
Fumetionalin)
+ Eebutuhar kebutihan pelatihan dan
keefekhfannya (Faiming needs &
gifeotiverness)

Pencapaian kemahivan (s &7

achisverwent)

makir,

engrlayess)

Menghasilkan para pekerja yang
berpengetalnan,
iroerahf [produce

Imowledgpable and innovative

Parangkat- perangkat lean dan telmik
perilaian (lean tools and techrggues
255 855IENT)

Matrik kemaliran pekerja (engilapres &30l
rwtric)

Audit oleh pihak ke-3 atan pelangzan
terhadap pererapan lean

dan

shlled
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Tabel 4. Aspek- Aspek Pengukuran terhadap Individu di dalam Sistem dalam Layanan Publik

Tenaga Fetja watyz ada Tindiwa clu K ebatuahiatn Maga Mendatans
Famlah tenazakena Layanan Posisi
Tingkatarr tngkatan Tingkatan jab atan dan Pennlhihan kelonpol- kelompol

jahatanftuz as dan penyebarantora

larnanya posisi vang dis andans dinas

TUrmar rmta- rata Potensi dan kemas a-akhiran Pengelolaan im
Eebermzaman, nmsal: jers rengabdian [reny e Lovronzan, dan apa vang akan
kelanmn (gend &) Enalifikasi berlalm
Gajl & Biaya-biava Talenta- talenta klhasus Enuner
konpensasi Pemilaian penilaian Penb angunan dalampermmmkkan
Eehiar masuk pekena Potensi (denganularan kerja (assigmmera) J pejabat sementara

[fipover] dan bnglat mtic
kekosongan posisi sebazal alabat
pensiun atan kehiar (arndsom)

tngzzi dan mta- rata)

Pertinbang an- perbinb angan
klisns terhad ap pekeyaan dan

& eaondments)
Pelkerjaan sebaga bata loncatan
Talenta- talentabam danberbhed a

eografl lokasi tizas: Perenmuan, keberazaman
Pendidikan Enrang {it (lemahibdak [Fiwersity ) kelompok- kelonpok
Sumber- sunber vang sem1all 5a5aran

digukandandibenkan Eineya vang kurangs

baik, daripada terhadap yang tidak.” Artinya,
di dalam memberdayakan pekerjaatauindividu
melalui pengukuran kinerjaadalah sebaiknya
dilakukan sepanjang dukungan dari sistem
memungkinkan hal tersebut untuk dilakukan.
Oleh karenanya, di dalam hal ini diperlukan
penyatuan pemikiran tentang carabagaimana
kitaberpikir dan bertindak sebagai pelanggar/
penggunamelalui carayang kitapikirkan dan
lakukan di dalam peran kitayang lain sebagai
penyedia/pemasok. Di sini, gpayang diperlukan
adal ah berupasatu pandangan tentang kosums
terhadap penggunalayanan dan penyediaanoleh
layanan publik sebagai pemasok/ penyedia,
sebaga manaterhadap semuaorang untuk mene-
tapkan penyel esaian masal ah secarabersama
sama (Womack & Jones, 2005:313 - 326).

. Ketikakerangkakerjadari peningkatan ber-
kesinambungan addahdi mulai dengan satu peni-
laianterhadap suatu penyediaannilal yang secara
relatif, dihubungkan dengan indikator kunci
daamkinerja(key performance indicator) dan
indikator kunci dalam peningkatan (key impro-
vement indicator) (Setijono & Dahlgaard,
2007:55) berdasarkan faktor kritikal untuk
keberhasilan (critical success factor) yang
terkait dengan sistem yang diciptakan, maka
suatu sistem pengukuran Kinerja organisasi
seharusnya berfungsi untuk menggerakkan
perilaku organisas dan jugakemampuannyadi
dalam mencapail sasaran strateginyaterhadap

sasaran-sasaran jangkapanjang (Cochranet d.,
2000:1).

Berdasarkan aspek-aspek pengukuran terhadap
individu di ddam sstemdari layanan publik yang
dikaitkan dengan kerangkakerjaanalitik ter-
hadap pengukuran kemampuan penyelesaian
measalah di dalam mang emen proseslean, maka
gpayang dapat diharapkan dari individu- individu
yangterlibat di dalam penyediaan layanan publik
seharusnyadapat menghasilkan kinerjayang
baik terhadap |ayanan masyarakat. Di ddlamhal
ini, tanggungjawabnyabukan hanyadiletakkan
semata- matapadaindividu dan organisas sga,
tetapi jugamerupakan tanggungjawab pimpinan
pemerintahan dan penggunasecaraumum. Oleh
karenanya, individu dan organisasi layanan
publik harus mengambil kepedulian tersebut
secaralebih besar melalui sistem pengukuran
kinerjayang terukur untuk dapat menghasilkan
ukuran kinerjaterhadap sistem- sistemnya, di
manaukuran kinerjamerupakan hasl dari Ssem
pengukurannyadan ukuran dari Sistemnya.

. Padadasarnya, keberhasilan dari pembangunan

dan pengukuran kinerjasektor publik adalah
melalui pendekatan operasional yang bersifat
sebagal satu sistem, ketimbang daripadaseke-
dar sebagai satu perangkat aat yang diperguna:
kan. Kenyataan ini merupakan suatu kesepa-
katan terhadap titik pandang yang menjadi bukti
bagi kebanyakan organisas atau badan agens
sektor publik, di manakomitmen manajemen
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diperlukan sebagai suatu alasan mengapa
penerapan pembangunan sektor publik terbukti
begitu sukar untuk dilakukan. Ackoff (2003:74)
mengatakan, bahwa salah satu prinsip yang
pding penting add ah bukan medui peningkatan
Kinerjasebagai bagian yang terpisah, namun
peningkatan terhadap keseluruhan. Seperti
halnya terhadap sektor publik, peningkatan
kinerja layanan publik bukan hanya karena
melalui sistem, organisasi dan prosedur sgja,
tetapi jugamanusasebagal sebuah sstem. Oleh
karenanya, semenjak konsep lean diperkendkan
sebagal pemikiran terhadap pengurangan
pemubaziran (waste), maka faktor potensi
manusiaadal ah perlu menjadi fokusterhadap
penggunaan konsep tersebut.

SIMPULAN

Peningkatan kinerjaorganisasi sektor pu-
blik, sebagaimanahal nya dalam cakupan bisnis,
teknikal, dan faktor- faktor manusia, adalah ber-
tumpu pada pemimpin-pemimpin puncak untuk
mengarahkantrandformas leanmelaui keterlibatan
dan konsistensinyadi dalam menerapkan prinsip-
prinsip “peningkatan berkesinambungan” (conti-
nuous improvement) dan juga*“ penghormatan &
sikap menghargai” (respect for people) sebagai
bagian antara sisterm mang emen bisnisdan orang
(people) yatumeaui:

a Keterlibatan langsung dari peran parapekerja
di dalam aktifitas-aktifitaskaizen atau pening-
katan proses lainnya (continuous improve-
ment). Meaui keterlibatan yang beragam dari
pimpinan tersebut, menunjukkan keefektifan dan
aspek-aspek perilaku dari lean yang terpenting
sebagai dimensi pemahaman saat lean
diterapkan.

b Peningkatan yang berfokusterhadap individu
atau orang akan menghasilkan individu atau
orang yang akan memiliki kemahiranyang tepat
untuk senantiasamenyinambungkan aktifitas-
aktifitas peningkatan proses-proses melalui
kemampuan- kemampuan pemecahan masaah
(people solving capabilities) sebagai sasaran
tuju dari 9stem pembangunan manusia(people
development system) terhadap peningkatan
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kinerjayang bukan semata- matahanyakepada
posis jabatan. Caraini memerlukan satu peru-
bahan yang mendasar di dalam sikap para
pemimpin, yang kemudian memerlukan suatu
pemikiran ulang terhadap bagaimanaorganisas
layanan publik mendefinisikan kesuksesan
mereka dan bagaimana mengevaluasi para
mangjernya (atasan).

Karenasatu organisas yang benar- benar
lean adalah fokus pertamanya terhadap pemba-
ngunan orang (people development), makadengan
pemahaman bahwa tenaga kerja dengan satu
kemahiran yang tinggi adalah akan mempercepat
semua program dari peningkatan proses secara
berkesinambungan, dan semuapekerjaberpengaa
man adal ah akan bekerjapadakeadaan puncak dari
kurva pembelgaran, maka dalam hal ini adalah
tergantung kepada faktor-faktor kepemimpinan,
pembangunan konsensus/ kesepakatan, pel atihan,
motivas, dan penghargaan.

Penerapan sistem dan konsep lean pada
sektor publik besertakriteriapengukurannya, yaitu
berupa elemen-elemen terkait-penentu (enabler
elements) dan faktor- faktor kunci yang menjadi
poin- poindari pengukuran keberhasilannya(critical
success factors) yang berdasarkan strategi dan
perankhususdari masing- masing organisas layanan
publik, addah perludikgi lebih lanjut danmenddam
sebagal suatu studi terhadap efektifitas bentuk-
bentuk sektor publik sebagaimanapenulis tengah
mengerjakannya terhadap badan-badan agensi
pemerintahdenperussheen-parusshaenmilik negara
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